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Abstract: The motivation behind this study was to decide the impact of citizen assurance, tax
avoidance, use of assessment authorizations and socioeconomics on individual citizen
consistence at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The populace in this study was 348.511
individual citizens and the example in this study was 100 individual citizens. Utilizing
Purposive Sampling Quantitative data are used. Primary data serve as the basis for this study's
data. Information Assortment Methods with Polls and Documentation. The logical strategy
utilized in this study is different straight relapse examination. The consequences of the review
demonstrate the way that citizen consistence can influence citizen resolve, citizen aversion, use
of assessment approvals, and socioeconomics in conforming to announcing and paying expense

commitments.
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PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, penerimaan
negara berjumlah Rp2.553,2 triliun atau
103,66 persen dari target APBN sebesar
Rp2.463 triliun. Penerimaan negara kini
mencapai 96,8%. Menurut
Kemenkeu.go.id (2024), negara saat ini
sangat bergantung pada penerimaan
pajak sebagai sumber pembiayaan
belanja karena besarnya kebutuhan dana
pemerintah untuk menjalankan
pemerintahan.

Retribusi dijadikan sebagai salah
satu upaya yang digunakan oleh otoritas
publik untuk memahami kebebasan suatu
negara atau negara dalam mendukung
perbaikan  yang  berguna  untuk
kepentingan jangka panjang. Mayoritas
penerimaan negara berasal dari pajak.
Mayoritas  kegiatan  negara  sulit
dilakukan tanpa pajak. Pembangunan
jalan, jembatan, sekolah, klinik atau
pusat kesejahteraan, markas polisi dan
kantorkantor publik lainnya didanai

dengan menggunakan uang tunai dari
retribusi.

Konsistensi perseorangan warga
negara hendaknya dilakukan untuk
memenuhi komitmen perseorangan warga
negara yang memiliki NPWP dalam
menanggung biaya. Hal ini karena setiap
warga negara hendaknya mempunyai
disposisi sebagai tugas warga negara
dalam memenuhi seluruh komitmen
pengeluaran dan mempraktikkan pilihan
untuk melakukan kebaikan atas tuntutan.
Konsistensi warga negara adalah cara

berperilaku  melakukan  atau  tidak
menyelesaikan latihan tertentu sesuai
standar dan pedoman materi (Kautsar,
2019: 242).

Komitmen etis yang lebih mendasar
terhadap warga negara dapat

meningkatkan tingkat konsistensi mereka.
Menurut Putu, wajib pajak yang memiliki
kewajiban moral cenderung jujur dan taat
pada peraturan dalam membayar pajaknya.
Apalagi dengan asumsi etika warga negara
tinggi, maka pada umumnya ia akan
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berpandangan positif terhadap
kegiatankegiatan yang dipandang besar
dan penting, serta akan menjauhi
kegiatankegiatan yang dipandang
buruk.(Cristha;2016).

Kewajiban moral
penting kepada warga dapat
meningkatkan tingkat konsistensi
mereka. Menurut Putu, warga negara
yang memiliki kendala etika akan sering
mengatakan kebenaran dan mematuhi
pedoman dalam berbuat baik.
Selanjutnya, dengan asumsi etika seorang
warga negara tinggi, maka pada
umumnya ia akan menyukai kegiatan-
kegiatan yang dianggap penting dan
penting, serta menghindari kegiatan-
kegiatan yang dianggap tidak diinginkan.

Jaminan bahwa ketentuan peraturan
perpajakan dapat dipatuhi atau dipatuhi
adalah dengan diterapkannya sanksi
perpajakan itu sendiri. Otorisasi tugas ini
dapat dianggap sebagai jaminan bahwa
keseluruhan pedoman dan  sistem
pengeluaran dipatuhi. Apabila beban
sanksi penilaian lebih tidak
menguntungkan, warga akan setuju
dalam  menjalankan komitmennya
(Suryandi dkk., 2016).

Tingkat kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi oleh demografi. Faktor
segmen seperti usia, pendidikan, dan
bisnis menunjukkan variasi dalam tingkat
konsistensi tanggung jawab. Misalnya,
wajib pajak yang berusia lebih tua
cenderung lebih patuh dibandingkan
wajib pajak yang lebih muda, dan mereka
yang memiliki tingkat pendidikan lebih
tinggi lebih sadar akan pentingnya
melaporkan dan membayar pajak.

yang lebih
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TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku terencana (TPB) yang
diajukan oleh Ajzen (1991) memahami
variabel-variabel yang mempengaruhi
konsistensi perilaku warga menurut sudut
pandang mental. Beberapa variabel yang
dipahami dengan baik mempengaruhi
perilaku wajib pajak, menurut teori ini.

Konsistensi Warga Negara adalah
kepuasan atas komitmen pengeluaran yang
dilakukan oleh warga negara untuk
menambah kemajuan negara, karena
sebagian besar menganggap kepuasan
yang disengaja adalah hal yang wajar.
Menurut Prabandaru (2019) pengertian
bahwa konsistensi masyarakat adalah
menunjukkan kesetiaan dan perhatian
terhadap angsuran yang efisien dan
merinci komitmen tugas sesekali dan
tahunan dari warga yang bersangkutan
sebagai perkumpulan atau modal yang
merupakan suatu usaha dengan pengaturan
biaya yang relevan.

Zelmiyanti dan Suwardi (2019)
menyatakan bahwa jaminan merupakan
inspirasi bawaan yang berdampak pada
pilihan Warga Negara (WP) untuk
menyetujui atau tidak mematuhi komitmen
yang membebani. Bagaimanapun, penting
untuk mempertimbangkan bahwa berbagai
kualitas dan implikasi sosial dapat
menghasilkan perspektif yang berbeda
mengenai keaslian karakteristik. Menurut
Verberner dan Arendsen (2019), variasi
moralitas pajak juga dapat dijelaskan oleh
perbedaan budaya dalam nilai dan makna.

Menurut Abdul (2016:8),
penghindaran pajak adalah suatu cara
penghindaran pajak yang dilakukan secara
metodis  sehubungan  dengan  cara
memperoleh suatu objek pajak yang
berkaitan dengan tujuan utama pajak yang
berkaitan dengannya. dengan jenis
pembayaran yang dilakukan. Praktek
penghindaran pajak disebut juga dengan
istilah penghindaran pajak. Sementara itu,
Chairail Anwar menyatakan (2017:45)
penghindaran pajak merupakan suatu
tindakan hukum yang dapat dilakukan
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wajib pajak dengan aman karena tidak
melanggar peraturan perpajakan. Teknik
dan inovasi yang digunakan harus
mampu mengatasi kekurangan dalam
peraturan dan pedoman tanggung jawab
untuk mencapai jumlah tugas yang ideal.

Mardiasmo (2018:62) menyatakan
bahwa sanksi pajak merupakan jaminan
bahwa wajib pajak akan menaati
peraturan perundang-undangan
perpajakan. Oleh karena itu, kemampuan
sanksi pungutan sebagai instrumen
preventif untuk menjamin masyarakat
tidak mengabaikan standar pungutan.

Gultom (2016) menyatakan bahwa
salah satu bagian dari tugas kualitas
mendalam adalah sosial ekonomi, yang
berhubungan langsung dengan
masyarakat sebagai warga negara dalam
menunjukkan konsistensinya. Dalam hal
membayar pajak, tingkat kesadaran
setiap orang berbeda-beda. Kurangnya
kesadaran ini seringkali disebabkan oleh
persepsi bahwa membayar pajak
merupakan beban keuangan yang besar,
dan banyak wajib pajak yang enggan
berkontribusi karena mereka tidak
merasakan manfaatnya secara langsung.
Hal ini membuat petugas pungutan
terkadang ragu untuk meminta atau
memungut pungutan dari warga (Sitorus,
2016).

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan kuesioner,
data untuk penelitian ini dikumpulkan.
Menurut Sugiyono (2017:81), sampel
adalah komponen  jumlah dan
karakteristik populasi. Proses estimasi
contoh merupakan tahapan penting dalam
menentukan ukuran contoh yang akan
digunakan dalam penelitian. Ukuran
sampel ini dapat diperkirakan dengan
metode  penelitian  atau  statistik.
Pemeriksaannya harus dilakukan secara
hati-hati agar contohnya benar-benar
mampu menjawab keadaan masyarakat
secara tepat. Contoh ukuran dapat
ditentukan dengan menggunakan
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persamaan Slovin (Setiadi,
sebagai berikut:

2017:75)

_ N
T 1+N[dz)

Keterangan : n = Sampel
N = Besar Populasi
d2 = Signifikansi (0,01%

Jajak  pendapat  atau  survei
merupakan suatu strategi pengumpulan
informasi dimana responden diminta
menjawab serangkaian pertanyaan yang
telah disusun (Sugiyono, 2017:142).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Dheseriptive Statkstles

Moral Wajpbk Pajak ‘l-:l‘{l 7 . Fl ZF.-.";\:IOJ ] “.' ..!.'J.:"L'?_

F Pajnk 100 LR

100 10 28 231500 371102

100 3 15 9270 240300
100 13 % 257000 259326
100

Sumber: Data Olahan 8P5S8 Versi 25, 2024,

Dari tabel tersebut dapat diasumsikan
bahwa insentif terbesar untuk menyatakan
kembali konsistensi warga negara secara
individu adalah sebesar 28 dengan nilai
dasar sebesar 13. Hal ini menunjukkan
bahwa masih terdapat responden yang
melakukan survei terhadap konsistensi
warga negara tunggal di KPP Pratama
Bangkinang, Pekanbaru. Kota ini tidak
sepenuhnya bagus. Nilai total maksimum
pernyataan  yang  diberikan  kepada
responden untuk variabel moral pajak adalah
28, sedangkan nilai minimumnya adalah 7.

Sebaliknya,  penghindaran  pajak
memiliki nilai total maksimum 16 dan nilai
minimum 5. Hal ini sesuai dengan evaluasi
konsistensi individu warga negara. secara

individu, dimana beberapa responden
berpendapat bahwa kualitas muatan yang
mendalam  tidak  sepenuhnya  bagus,
sehingga mereka hanya memberikan

jawaban yang sangat menyenangkan atau
sekadar sependapat.

Variabel penerapan sanksi perpajakan
juga belum dianggap baik, dengan penilaian
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responden yang menunjukkan nilai
maksimum 28 dan nilai minimum 10.
Adapun untuk variabel demografi, nilai
maksimum yang diperoleh adalah 15 dan
nilai minimum adalah 3.

Pengujian Instrumen

Uji instrumen terhadap indikator
masing-masing variabel dilakukan untuk
mengetahui  tingkat  validitas  dan
reliabilitas sebagai alat ukur sebelum
mengukur pengaruh moral perpajakan,
penghindaran pajak, penerapan sanksi
perpajakan, dan demografi terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada
KPP Pratama Bangkinang. Uji validitas
dan reliabilitas termasuk dalam uji
instrumen ini.

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel

Indikator Corrected R Tabel | Keterangan
Item Total (Taraf
Correlation Signifikan
%)
| Moral Wajib | Indikator 1 0.196 | Vahid
Pajak (X1) | Indikator 2 0,196 Valid
Indikator 3 0,196 Valid
Indikator 4 0.196 Valid
Indikator § 0,196 Valid
Indikator 6 0.196 Vahid
| | Indskator 7 0,196 | Valid
Penglundaran | Indikator 1 0.196 Valid
Pajak (X2) | Indikator 2 0,196 Valid
Indikator 3 0,196 Valid
ator 4 0.196 Valid
Penerapan ator 1 0,196 Valid
Sanksi Indikator 2 0.196 Valid
Perpajakan | Indikator 3 0.196 Valid
(X3) Indikator 4 0,196 Vahid
Indikator § 0.196 Valid
Indikator 6 0,196 Valid
| | Indikator 7 0.196 | Valid
Demograft | Indikator 1 0.196 Vahid
(X4) Indikator 2 0,196 Valid
Indikator 3 0,196 Vahid
Kepatuhan | Indikator 1 0.196 Valid
Wajib Pajak | Indikator 2 0,196 Valid
Orang Pribadi | Indikator 3 0.196 Valid
Y) Indikator 4 0,196 Vahd
Indikator § 0.196 Valid
Indikator 6 0.196 Valid
Indikator 7 0,196 | Valid

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Hasil wuji validitas menunjukkan
bahwa nilai korelasi masing-masing
indikator variabel antara lain semangat
perpajakan, penghindaran pajak,
penerapan sanksi perpajakan, demografi,
dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
berkisar antara 0,472 hingga 0,935 yang
semuanya lebih tinggi dari r tabel. nilai
0,196. Dengan demikian, penanda dan
jajak pendapat yang digunakan sangat
penting sebagai alat estimasi faktor dan
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dapat digunakan dalam pemeriksaan

informasi selanjutnya
Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Vminlel NOT lem Crenloachs Btmaular Eeterangmay
| Allga Reliahilitas
Moral Wajib 7 0,532 0,60 Realiable
Pajak (X1
I Penghimdaran 4 0,938 0,60 Realinble
Pajak (X2)
Penerapan 7 0,E%9 0,60 Eealinble
Sanksi
Perpajakan
(X3
Demograti 3 0,715 0G0 Realiable
X4y
| Kepatulan 7 0,910 0,60 Realinble
Wajib Pajak
Orang Pribadi
¥

Data Diclah Peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Karena data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder,
maka  kualitas data diuji  dengan
menggunakan uji asumsi tradisional.
Pengujian ini dilakukan untuk menjamin
bahwa model relaps yang digunakan dalam
eksplorasi ini bersifat kritis dan valid. Tidak
boleh terdapat autokorelasi,
multikolinearitas, atau heteroskedastisitas
antar variabel independen model agar model
regresi memenubhi kriteria klasik.

Asumsi Klasik

Untuk menjamin sifat informasi dalam
pemeriksaan ini, dilakukan uji praduga
keteladanan dengan alasan bahwa informasi
yang digunakan merupakan informasi
pilthan.  Tujuan  pengujian  hipotesis
tradisional adalah untuk menjamin bahwa
model regresi yang digunakan signifikan dan
representatif. Tidak adanya autokorelasi,
multikolinearitas, dan heteroskedastisitas
antar variabel independen merupakan salah
satu asumsi dasar klasik yang harus dipenuhi
oleh model regresi.
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Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

MNormal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajakl
T

Expected Cum Prob

Observed Cum Prob

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Data tersebar di sekitar garis
diagonal dan bergerak searah, seperti yang
ditunjukkan oleh grafik Normal P-Plot. Hal
ini dapat diprediksi dari hasil uji histogram
yang menunjukkan bahwa informasi
tersebut beredar secara rutin. Karena
informasi secara keseluruhan biasanya
beredar, interaksi dapat dilakukan dengan
uji anggapan tradisional berikut.

Mutikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Collmeanty Stabistics
keterangan
Mol Tolersnes VIF
1. {constant)
[ Maral Wajik Pajak. X1 B[ 1w Tk ienact
LT
hinda P, v] 36 188/ Tickak lersa
Penghundarn Pagak. X2 ——
— aiak. X 283 FITE) Tidak lenadl
Penerapan Sanksi Papajak. X3 L
" [ CEE] 1000 Tidak terjach
Demograh. X4 ek et

Sumber: Data Olakan SPSS Versi 25, 2024

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat
diasumsikan ~ bahwa  tidak  terjadi
multikolinearitas  antara  faktor-faktor
bebas pada kondisi relaps. Jika nilai
toleransi mendekati nol atau nilai VIF lebih
besar dari 10 maka suatu variabel dianggap
memiliki kolinearitas yang tinggi.
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Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

s K| dL Du | 4-dL | 4-Da| DW

kesimpulan

100 (4 | 1592 ) L7585 | 2408 | 2.242 | L.266 | Tidak tepadi autokorelasi

Sumber: Data Olahan SPSS Vers: 25, 2024,

Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar
1,866 terlihat di atas nilai Du dan (4-Du),
yaitu masing-masing sebesar 1,758 dan
2,242 (1,758 DW 2,242). Oleh karena itu,
model relaps yang digunakan cenderung
beralasan tidak mengalami autokorelasi.

Heteroskedastisitas

Gambar 1 Scatterplot

Seativpicl
Cwpendent Yariable kepatohan majh pajsk crang pribadi

Regressan Shudectized Resideal
]

Fligranaion Sundsidized Presoted Vs

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2024

Berdasarkan gambar di atas, tampak
bahwa titik-titik menyebar secara acak dan
tidak membentuk pola tertentu yang jelas di
sekitar angka nol pada sumbu Y. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa model
regresi dalam penelitian ini tidak mengalami
heteroskedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear

Berganda
Instandardized Stardardizec

Moda| E

1 [(Corstant) 7.471 1.747 4975 [i011]
maoral wail palak (%1 k2 aTe 422 4851 ano
penghincaran pajak (X2) 410 116 200 350 o
penarapan sanksi 145 a7z 180 2022 04
perpalakan (X3)
DCremografi (X4) 063 o7s 122 2 681 002

& Depanent Vanank: KepBiunan wajin paak orang prioadi v

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024
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Mengingat hasil pemeriksaan data
menggunakan SPSS 25, ada dua liner Y=
7,471 + 0,381X1 + 0,410X2 + 0,145X3 +
0,083X4
Uji T

Tabel 8 Hasil Uji T

81 o7 422 4.861 000
410 116 00 ER:) | o
145 arz 180 2022 046

Demagratl (X4) 53 aT8 122 2,681 009
a Depancent Vanable: Kepatunan wajid Daak orang prioadiy

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

1. Berdasarkan tabel 5.10, t hitung (4,275)
lebih besar dari t tabel (1,985), dan nilai
penting (0,000) tidak tepat (0,05).
Percakapan spekulatif menunjukkan HO
ditolak dan H1 diakui. Oleh karena itu,
terdapat kecenderungan bahwa
kepastian warga akan berdampak pada
konsistensi individu warga di KPP
Pratama Bangkinang.

2. Nilai t harga yang ditentukan (3,531)
lebih signifikan dibandingkan dengan t
tabel (1,985), dan signifikansi harga diri
(0,001) tidak tepat 0,05 seperti terlihat
pada tabel 5.10. Hasil pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa HO
ditolak dan H2 diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
penggelapan pajak mempunyai
pengaruh yang signifikan dan positif
terhadap kebahagiaan Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP Pratama
Bangkinang

3. Berdasarkan tabel 5.10 nilai signifikansi
(0,046) lebih rendah dari (0,05), dan
nilai t hitung (2,022) lebih besar dari t
tabel (1,985). Hasil pengujian spekulasi
menunjukkan bahwa HO ditolak dan H3
diakui. Oleh karena itu, penggunaan
sanksi tugas cenderung mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
kepuasan individu warga di KPP
Pratama Bangkinang.

4. T harga yang ditentukan (2,068) lebih
signifikan dibandingkan dengan t tabel
(1,985), dan signifikansi harga diri
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(0,009) tidak tepat 0,05 seperti terlihat
pada tabel 5.10. Pengujian spekulasi
menunjukkan bahwa HO ditolak dan H4
diterima. Oleh karena itu, patut
diperkirakan bahwa status sosial ekonomi
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap konsistensi individu warga KPP
Pratama Bangkinang.

Uji F Simultan

Tabel 9 Hasil Uji F Simultan

ANOVA*
Hl Migan Square

Regression 563,003 4 140756 41274 il g
Rersioual 323917 85 3410

Total G57.000 89

a Dependert Varisbie: kepatuhan wajio pajak

b. Predictars: (Constant), demogral, moral wajib pajak, penghindaran pajak, peneranan sanks
perpajaian

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan
nilai F hitung sebesar 68,624. Nilai F tabel
sebesar 2,466 sesuai dengan rumus n — k dan
k — 1. Hasilnya nilai signifikansi (0,000)
lebih kecil dari 0,05 karena Fhitung (68,624)
lebih besar dari Ftabel (2,466). Hal ini
menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak
orang pribadi dipengaruhi secara signifikan
oleh faktor demografi, moral perpajakan,
penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan
faktor lainnya.

Koefisien Determinasi (R?)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Detreminasi
(R?)

Model Summary
Adjusted R Std. Error of the
Model R _ R Square Square | Estimate
1 74T 635 619 184669
a. Predictors: (Constant), demograf, moral wajib pajak, penghindaran
pajak. penerapan sanksi perpajakan

b. Dependen Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah peneliti (SPSS Versi 25), 2024

Diketahui nilai R Square sebesar 0,635
atau 63,5% yang menunjukkan terdapat
pengaruh sinkron antara faktor x1, x2, x3,
dan x4 terhadap faktor Y sebesar 63,5% dan
sisanya sebesar 79,7% dipengaruhi oleh
faktor yang berbeda.
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Pembahasan

Keputusan warga negara untuk
setuju atau tidak setuju dipengaruhi oleh
kewajiban etis yang merupakan inspirasi
alamiah. Meskipun demikian, penting
untuk diingat bahwa implikasi dan nilai
sosial yang berbeda dapat membentuk
berbagai perspektif mengenai keaslian
alam. Struktur biaya dan tingkat kualitas
juga mungkin terpengaruh oleh perbedaan
kualitas dan  implikasi sosial ini
(Zelmiyanti dan Suwardi, 2019). Menurut
Susmita dan Supatmi (2016), yang
dimaksud dengan “kepatuhan wajib pajak”
adalah tindakan Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya
dan memanfaatkan hak perpajakannya
sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan
temuan Cyan et al. (2016) yang
menemukan bahwa kelompok dengan
tingkat pendidikan lebih tinggi, tingkat
partisipasi  kerja lebih rendah, dan
perempuan memiliki semangat pajak yang
lebih tinggi. Selain itu, penelitian Rahayu
(2015) menunjukkan bahwa kepatuhan
wajib pajak dipengaruhi oleh kewajiban
moral. Namun temuan ini bertentangan
dengan penelitian Mursalin (2020) yang
menyatakan bahwa semangat pungutan
tidak berdampak pada konsistensi individu
warga negara.

Dampak penghindaran penilaian
terhadap konsistensi WPOP. Hal ini
menunjukkan adanya keterkaitan antara
kepatuhan pajak orang pribadi dengan
penghindaran pajak, yaitu apabila wajib
pajak melakukan penghindaran membayar
pajak maka dapat berdampak pada

penerimaan negara dan kas negara.
Bagaimanapun, bagi warga negara,
rencana  penghindaran biaya untuk

mengurangi tarif pajak yang tinggi dan
sebagai upaya untuk menyederhanakan
pembayaran. Dengan cara ini, setiap warga

negara  berupaya  membatasi tarif
perpajakannya.
Menurut  Abdul  (2016: 8),
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penghindaran pungutan adalah pengaturan
pungutan yang dilakukan secara sah dengan
mengurangi objek bea yang menjadi
penyebab beban pungutan, selama masih
sesuai dengan pengaturan peraturan dan
pedoman pengeluaran yang sesuai. Di sisi
lain, pemenuhan komitmen penilaian
retribusi mencakup meliputi penanggungan,
penitipan biaya, dan pengumpulan retribusi,
baik untuk orang maupun barang, yang harus
mengikuti  pengaturan  peraturan  dan
pedoman tugas (Mardiasmo, 2016:27).

Temuan penelitian ini sejalan dengan
penelitian Sudirjo (2021) yang menemukan
bahwa penghindaran pajak yang dilakukan
responden cukup dapat diterima berdasarkan
mayoritas jawaban responden yang afirmatif
terhadap setiap pertanyaan. Bagaimanapun,
hasil-hasil  ini  bertentangan  dengan
penelitian ~ Mursalin (2020), yang
menemukan bahwa keengganan
membebankan biaya memengaruhi
konsistensi individu warga negara.

Berdasarkan = mayoritas  jawaban
responden yang afirmatif terhadap setiap
pertanyaan, temuan penelitian ini sejalan
dengan temuan Sudirjo (2021) yang
menyatakan bahwa penghindaran pajak
yang dilakukan responden cukup dapat
diterima. Namun temuan ini bertentangan
dengan temuan Mursalin (2020) yang
menyatakan bahwa kepatuhan individu
warga negara dipengaruhi secara signifikan
oleh penghindaran biaya. H

ubungan antara otorisasi retribusi dan
konsistensi masyarakat menunjukkan bahwa
konsistensi retribusi didukung dan terdapat
hambatan ketika otorisasi dilaksanakan oleh
otoritas publik. Sanksi perpajakan harus
jelas dan tegas agar dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Perjanjian yang
diimplementasikan sangat penting untuk
mencegah masyarakat salah menafsirkan
komitmen retribusi dan dalam mendidik
mereka tentang fakta bahwa bea masuk
merupakan  komponen  penting  dari
pendapatan negara, yang pada akhirnya
mempengaruhi jumlah bantuan pemerintah
yang diberikan kepada individu. Karena
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pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi
yang melemahkan semangat wajib pajak
dan mendorong mereka untuk lebih patuh,
semakin berat sanksi pajaknya, semakin
besar pula kemungkinan wajib pajak untuk
patuh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan
penelitian Wirawan dan Noviari (2017)
yang menemukan bahwa sanksi pajak
mendorong kepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Namun temuan tersebut bertolak
belakang dengan temuan Sriniyati (2020)
yang menyatakan kepatuhan wajib pajak
orang pribadi tidak terpengaruh oleh sanksi
perpajakan.

Hubungan antara tingkat
sosioekonomi dan konsistensi individu
warga negara mencakup klarifikasi tentang
cara mengevaluasi masyarakat berdasarkan
pentingnya properti mereka terhadap cara
berperilaku tertentu. Hipotesis ini pada
dasarnya mengusulkan bahwa dalam
memperhatikan cara berperilaku individu,
penelitian berupaya memutuskan apakah
cara berperilaku dipengaruhi oleh faktor
dalam atau luar.

Seperti yang ditunjukkan oleh
Gultom (2016), "Salah satu jenis tugas
yang berkualitas adalah sosial ekonomi."
Kepatuhan pajak individu dipengaruhi oleh
demografi mereka, yang terkait langsung
dengan mereka sebagai wajib pajak.
Kehatihatian individu dalam membayar
bea menjadi bagian penting, dan tidak
adanya kesadaran ini seringkali membuat
beberapa warga negara merasa bahwa
pengeluaran merupakan suatu beban yang
berat. Mereka mungkin merasa bahwa
tidak ada keuntungan langsung yang
mereka peroleh dari menyelesaikan
tuntutan, sehingga menimbulkan
keengganan untuk membayar ganti rugi.
Hal ini juga berdampak pada petugas pajak
yang mungkin enggan meminta atau
memungut pajak kepada wajib pajak yang
tidak membayarnya (Sitorus, 2016).

Konsekuensi dari penelitian ini
sesuai dengan penemuan Sutiono dan
Mangoting (2014) yang menunjukkan
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bahwa usia pada hakikatnya mempengaruhi
konsistensi tagihan, dimana semakin mapan
seorang warga negara maka semakin besar
pula kemungkinan mereka untuk menyetujui
komitmen beban. Namun konsekuensi
penelitian  ini  bertentangan  dengan
penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) yang
menyatakan bahwa usia warga
mempengaruhi konsistensi pungutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
semangat pungutan, keengganan pungutan,
pemanfaatan izin penilaian, dan sosial
ekonomi semuanya berdampak pada
konsistensi individu warga negara. Ketika
etika pungutan sudah kuat, warga negara
cenderung tidak mengingkari komitmennya,
termasuk komitmen menyelesaikan
tuntutan. Selain itu, memahami kemampuan
otoritas pengeluaran juga berdampak pada
komitmen, dengan dukungan yang jelas
memberikan kenyamanan kepada warga
negara untuk memenuhi komitmen mereka.
Selain itu, faktor demografi berkontribusi
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian Mursalin (2020) yang
menunjukkan bahwa faktor semangat
penilaian, keengganan membebankan biaya,
penggunaan  persetujuan  tugas, dan
mentalitas warga saling mempengaruhi
konsistensi individu warga pada Kantor
Administrasi Pengeluaran Pratama Seberang
Ulu Palembang. . Selain itu, penelitian
Halimi dan Waluyo (2019) juga menemukan
bahwa penghindaran biaya, penggunaan
biaya, dan administrasi beban berdampak
pada konsistensi individu warga di KPP
Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Namun
penelitian ini bertentangan dengan Mursalin
(2020) yang menemukan bahwa kepatuhan
wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi
oleh penghindaran pajak atau semangat
kerja.

227



JALAK : Jurnal Akuntansi Lancang Kuning

Vol.3. No.3, Mei 2025
EISSN : 3047-5945

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarlan pemahaman yang teah

diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1.

2.

3.

Kepercayaan masyarakat sangat
mempengaruhi konsistensi WPOP.
Penghindaran biaya mempengaruhi
konsistensi WPOP.

Kepatuhan WPOP  dipengaruhi
oleh penerapan sanksi perpajakan.
Kepatuhan WPOP dipengaruhi
oleh demografi.

Kepatuhan WPOP  dipengaruhi
secara positif secara simultan oleh
demografi, penghindaran pajak,
sanksi perpajakan, dan semangat
wajib pajak.

Saran

Mengingat hasil eksplorasi dan

tujuan yang diperoleh, berikut adalah ide-
ide yang dapat dikembangkan:
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1.

Peningkatan  Sosialisasi  dan
Edukasi. Pajak KPP Pratama
Bangkinang disarankan  untuk

memperkuat program sosialisasi
dan edukasi mengenai pentingnya
kepatuhan pajak dan dampaknya
terhadap pembangunan negara.
Penekanan khusus pada moral
wajib pajak dapat membantu
mengurangi penghindaran pajak.
Penggunaan Teknologi dan Data
Analytics. Implementasi teknologi
modern seperti data analytics dapat
membantu mengidentifikasi pola
perilaku  wajib  pajak  yang
berpotensi melakukan
penghindaran  pajak.  Dengan
informasi ini, KPP Pratama
Bangkinang dapat  melakukan
pendekatan yang lebih proaktif dan
efektif.

Penerapan Sanksi yang Efektif.
Sanksi perpajakan yang tegas
namun adil perlu diterapkan untuk
mendorong kepatuhan. Pastikan
sanksi diterapkan secara konsisten
dan adil, tanpa pandang bulu, untuk

menciptakan efek jera yang merata di
kalangan wajib pajak. Selain itu,
evaluasi dan penyesuaian sanksi
secara berkala diperlukan untuk
memastikan efektivitas dan
relevansinya dalam  mendorong
kepatuhan.

Pelayanan yang Lebih Personal dan
Terarah. Memahami karakteristik
demografi wajib pajak, seperti usia,
pendidikan, dan pendapatan, dapat
membantu KPP Pratama
Bangkinang dalam menyediakan
layanan yang lebih personal dan
sesuai dengan kebutuhan
masingmasing segmen wajib pajak.
Kerja Sama dengan Lembaga Lain.
KPP Pratama Bangkinang sebaiknya
menjalin kerja sama dengan lembaga
pendidikan dan organisasi lain untuk
memperluas jangkauan edukasi dan
mempromosikan kepatuhan pajak
sebagai bagian dari tanggung jawab
sosial. Dengan menerapkan langkah-
langkah ini, diharapkan kepatuhan
wajib pajak pribadi di wilayah KPP
Pratama Bangkinang dapat
meningkat.
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